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KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
NOMOR : 188.4/ 2 /TU/ RSIMS/2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TAHUN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan
informasi dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu
ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam
Negeri dan Pemerintah: Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah;

“ Rumah Sakit Jiwa Dambaan Ma.s)umﬁ_‘at dengan Mutu Terkjni "

/-

oy

TERAKREDITAS) PARIPURNA
WARS 2012



Menetapkan
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan
dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2019
tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat.

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 201 Tahun 2012
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
TENTANG  PEJABAT  PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA
SUKMA TAHUN ANGGARAN 2021.

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun 2021 dengan struktur organisasi
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan
wewenang tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini;

Segala biaya vang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran DPA RBA-BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
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Lampiran 1 Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Nomor : 1884/ & /TU/RSIMS/2021
Tanggal aJanuari 2021
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit

Jiwa Mutiara Sukma Tahun 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TAHUN 2021

PENANGGUNG JAWAB

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

KETUA

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

SEKRETARIS

KEPALA SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KERUMAHTANGGAAN

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PELAYANAN SENGKETA
jmmst & WEBSITE ARSIP
Zulkifli, S.Kom. RM. Hamka, S.Sos Mujiasih, A.Md. Far., SKM Dian Gusmiyanti, SKM
Muh.Rizkyawansyah

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4Januari 2021

- D @KTURRUMAH SAKIT JIWA
/& MUTIARA SUKMA

NI SOMAWIJAYA, MM
~~——Pembina Tk.I
NIP. 19640805 199603 2 001
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Lampiran 2 Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Nomor
Tanggal
Tentang

188.4/ A /TU/RSIMS/2021
4 Januari 2021
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit

Jiwa Mutiara Sukma Tahun 2021

TUGAS DAN WEWENANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
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<o M T

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan
informasi kepada publik; =

Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala

dan sesuai kebutuhan;

B. Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

1.

Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja’komponen kerja yang menjadi
cakupan kerjanya;

Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada unit kerja/ komponen
kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
Menugaskan unit kerja’komponen kerja untuk membuat, mengumpulkan, serta

memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal q.]anuari 2021

IP; 19640805 199603 2 001
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